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I. INTRODUCTION

Hukuman mati terus menjadi salah satu kebijakan yang paling kontroversial di dunia, terutama dalam
konteks pemberantasan tindak pidana narkotika. Sebagai bentuk hukuman tertinggi, penerapannya
sering kali menimbulkan perdebatan terkait efektivitasnya dalam mengurangi angka kejahatan dan
dampaknya terhadap hak asasi manusia. Secara global, Amnesty International melaporkan bahwa pada
tahun 2022 terdapat lebih dari 800 eksekusi yang dilaporkan dari berbagai negara, dengan mayoritas
kasus terkait narkotika terjadi di Asia dan Timur Tengah. Negara-negara seperti Iran dan Arab Saudi,
misalnya, menunjukkan tren eksekusi tinggi terhadap pelaku narkotika, meskipun kebijakan ini juga
menuai kritik internasional. Di sisi lain, beberapa negara seperti Thailand telah mengambil langkah
untuk mengurangi penggunaan hukuman mati dalam kasus narkotika, beralih pada pendekatan
rehabilitasi. Dalam konteks Indonesia, kebijakan hukuman mati terhadap pelaku narkotika dianggap

sebagai langkah strategis dalam menghadapi ancaman besar narkoba. Namun, dampak sosial dari
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kebijakan ini, seperti stigma terhadap keluarga terpidana dan respon masyarakat luas, masih belum
sepenuhnya terjelaskan. Perbandingan dengan kebijakan di negara lain menjadi penting untuk

memberikan konteks global terhadap efektivitas hukuman ini.

Menurut (Nurhadi et al., 2024) indonesia menjadi salah satu negara yang menerapkan hukuman mati
secara aktif, terutama untuk kasus-kasus narkotika yang dianggap mengancam stabilitas sosial dan
keamanan nasional. Selama lima tahun terakhir, data dari Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa
terdapat 45 eksekusi yang dilakukan di Indonesia, dengan mayoritas kasus terkait narkotika. Meskipun
jumlah ini relatif kecil dibandingkan dengan negara-negara seperti Iran, yang mencatat lebih dari 200
eksekusi per tahun untuk kasus serupa, tren di Indonesia memicu perdebatan yang semakin intens. Selain
itu, menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), angka kasus narkotika tetap meningkat, dengan lebih
dari 5 juta pengguna narkotika tercatat pada tahun 2023. Hal ini memunculkan pertanyaan penting
mengenai efektivitas hukuman mati dalam mengurangi kejahatan narkotika dan bagaimana persepsi
masyarakat memengaruhi penerapan kebijakan ini. Penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi isu ini,
tetapi masih terdapat kesenjangan dalam memahami hubungan antara persepsi masyarakat dan

kebijakan hukuman mati secara kuantitatif.

Beberapa penelitian terkait kebijakan hukuman mati dalam kasus narkotika menunjukkan beragam
perspektif mengenai efektivitas dan dampaknya. (Oliphant, 2022) menegaskan bahwa hukuman mati
sering kali dianggap kurang efektif dalam menekan angka kejahatan narkotika, dengan bukti yang
menunjukkan tidak adanya korelasi signifikan antara pelaksanaan eksekusi dan penurunan kejahatan.
Penelitian lain oleh (Boateng & Dzordzormenyoh, 2021) menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati
lebih dipengaruhi oleh faktor politik dan budaya lokal dibandingkan dengan pertimbangan objektif
mengenai keefektifannya. Dalam konteks Asia Tenggara, (Arief Amrullah, 2024) menemukan bahwa
negara-negara seperti Singapura dan Malaysia mempertahankan kebijakan hukuman mati karena
dianggap sebagai pencegah kuat, meskipun terdapat kritik internasional atas pelanggaran hak asasi
manusia. Di Indonesia, (McCarthy & Brunton-Smith, 2024) serta (Dudai, 2023) mencatat bahwa
dukungan masyarakat terhadap hukuman mati sering kali didasarkan pada aspek moral dan keinginan
akan keadilan, tetapi tidak selalu didukung oleh pemahaman mendalam mengenai efektivitas kebijakan
tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap isu narkotika dan
kebijakan hukuman mati sering kali dibentuk oleh narasi yang berkembang di media dan diskursus

publik.

Penelitian terkait juga menyoroti dampak sosial dari kebijakan hukuman mati, baik terhadap keluarga
terpidana maupun masyarakat luas. (Yin et al., 2022) menunjukkan bahwa keluarga terpidana sering
kali mengalami stigma sosial yang signifikan, yang memengaruhi stabilitas psikososial mereka. Dalam
konteks Indonesia, (Kohno et al., 2023) serta (Gooptar, 2022) menemukan bahwa kebijakan hukuman
mati memicu perpecahan opini publik, dengan sebagian masyarakat mendukung kebijakan ini sebagai

bentuk keadilan, sementara yang lain mengkritiknya sebagai tindakan melanggar hak asasi manusia.




Selain itu, (Seto & Said, 2022) dalam studi regional menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap
hukuman mati dapat dipengaruhi oleh budaya, kepercayaan agama, dan pengalaman langsung atau tidak
langsung dengan kejahatan narkotika. Penelitian lain oleh (Dill et al., 2022) menunjukkan bahwa narasi
media memainkan peran besar dalam membentuk opini publik, terutama di negara-negara dengan
tingkat dukungan masyarakat yang tinggi terhadap hukuman mati. Secara khusus, di Indonesia, narasi
ini sering kali memperkuat stigma terhadap pelaku kejahatan narkotika, yang berkontribusi pada

dukungan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Pendekatan kuantitatif berbasis survei dalam penelitian sebelumnya memberikan wawasan penting
tentang bagaimana masyarakat memandang hukuman mati. (Lu et al., 2022) menekankan bahwa survei
dapat mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas hukuman mati dalam
menanggulangi kejahatan narkotika. Dalam penelitian lain, (Wu, 2022) menemukan bahwa persepsi
masyarakat terhadap hukuman mati sering kali dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap sistem
peradilan dan pemerintah. (Rosselli et al., 2022) serta (Scott, 2022) juga menunjukkan bahwa tingkat
pendidikan memiliki pengaruh besar, dengan individu berpendidikan tinggi lebih cenderung menolak
hukuman mati dibandingkan mereka yang berpendidikan rendah. Sementara itu, penelitian (Pollock et
al., 2021) di Indonesia menemukan bahwa eksposur terhadap berita dan media secara langsung
memengaruhi cara masyarakat memandang pelaku kejahatan narkotika, yang kemudian berdampak pada
tingkat dukungan terhadap kebijakan hukuman mati. Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji topik
ini, sebagian besar berfokus pada aspek hukum dan normatif, sehingga kurang memberikan perhatian
pada hubungan antara persepsi masyarakat dan penerapan kebijakan hukuman mati, khususnya melalui

pendekatan kuantitatif.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas kebijakan hukuman mati dalam kasus narkotika,
sebagian besar lebih menitikberatkan pada analisis normatif dan yuridis dibandingkan dengan eksplorasi
persepsi masyarakat secara mendalam. (Bogliaccini et al., 2024) menyebutkan bahwa hukuman mati
kurang efektif sebagai pencegah kejahatan narkotika, tetapi studi ini berfokus pada konteks global tanpa
mengeksplorasi dinamika sosial di tingkat negara tertentu. (Liang et al., 2021) menyoroti peran faktor
politik dan budaya dalam penerapan hukuman mati, namun tidak mengupas bagaimana opini publik
memengaruhi kebijakan ini. Di Indonesia, (Zatkin et al., 2021) serta (Ferguson & Smith, 2024) mencatat
bahwa dukungan masyarakat terhadap hukuman mati sering kali dipengaruhi oleh narasi media dan
norma sosial, tetapi keduanya belum melakukan pengukuran kuantitatif terhadap persepsi tersebut.
Penelitian oleh (Hannan et al.,2023) menyoroti dampak sosial kebijakan ini terhadap keluarga terpidana,
namun belum menyentuh dinamika persepsi publik secara lebih luas. Dengan demikian, terdapat
kebutuhan mendesak untuk penelitian yang mampu mengungkap hubungan antara persepsi masyarakat

dan penerapan kebijakan hukuman mati melalui pendekatan yang lebih terukur.

Pendekatan kuantitatif untuk memahami persepsi masyarakat terhadap hukuman mati dalam kasus

narkotika masih sangat terbatas, terutama di Indonesia. (Hannan et al., 2022) menegaskan pentingnya
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survei dalam mengukur pandangan masyarakat terhadap keadilan dan efektivitas hukuman mati, tetapi
penelitian ini kurang menyoroti aspek sosial dan budaya yang relevan. (Liu, 2022) menunjukkan bahwa
tingkat pendidikan memengaruhi sikap masyarakat terhadap hukuman mati, tetapi penelitian ini belum
menggali pengaruh norma sosial dan eksposur media. Di wilayah Asia Tenggara, (Gunawan &
Bagiastra, 2023) serta (Butt, 2023) mencatat bahwa persepsi masyarakat terhadap hukuman mati sering
kali dipengaruhi oleh budaya dan keyakinan agama, tetapi tidak memberikaﬂlerhatian khusus pada
konteks Indonesia. Penelitian (Muhardis, 2024) menunjukkan bahwa narasi media memainkan peran
penting dalam membentuk opini publik, tetapi dﬂpaknyﬁ terhadap dukungan atau penolakan terhadap
kebijakan hukuman mati belum banyak dikaji di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan
untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi persepsi masyarakat Indones"ﬁemadap
kebijakan hukuman mati dalam kasus narkotika melalui pendekatan survei nasional, yang diharapkan
dapat memberikan wawasan yang lebih terukur dan komprehensif bagi pengembangan kebijakan

berbasis data..

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana
masyarakat Indonesia memandang kebijakan hukuman mati dalam kasus narkotika dan faktor-faktor
apa saja yang memengaruhi persepsi tersebut. Dengan menggunakan data survei nasional, diharapkan
penelitian ini dapat memberikan wawasan yang relevan bagi pembuat kebijakan untuk mengevaluasi
efektivitas hukuman mati dalam memberantas narkotika, sekaligus mempertimbangkan implikasi
sosialnya. Pertanyaan penelitian utama yang ingin dijawab adalah: "Sejauh mana persepsi masyaraks
memengaruhi pelaksanaan dan penerimaan kebijakan hukuman mati dalam kasus narkotika di
Indonesia?" Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi signifikan bagi literatur
akademik dan pengembangan kebijakan di Indonesia. Penelitian ini juga berupaya mengungkap
bagaimana nilai-nilai budaya, tingkat pendidikan, dan paparan media membentuk pandangan
masyarakat terhadap hukuman mati. Dengan demikian, studi ini tidak hanya relevan secara teoritis tetapi
juga memiliki dampak praktis dalam memperkuat basis kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis bukti.
Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat membuka ruang diskusi yang lebih konstruktif mengenai
efektivitas dan keadilan kebijakan hukuman mati di Indonesia..

II. _METHODOLOGY
29

A. Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan desain survei kuantitatif untuk mengukur persepsi masyarakat secara
nasional terhadap hukuman mati dalam kasus narkotika. Desain ini dipilih karena memungkinkan
pengumpulan data secara luas dan representatif, sechingga hasil penelitian dapat mencerminkan
pandangan populasi yang beragam. Kuesioner yang digunakan dalam survei dirancang berdasarkan
tinjauan literatur relevan dan hasil diskusi awal dengan ahli hukum dan sosiologi, memastikan validitas
konseptual dari instrumen penelitian. Selain itu, kuesioner mencakup pertanyaan-pertanyaan yang

berfokus pada isu-isu utama, seperti tingkat persetujuan terhadap hukuman mati, persepsi efek jera, dan




preferensi terhadap alternatif hukuman, untuk memperoleh gambaran yang komprehensif. Proses
perancangan kuesioner dilakukan seﬁra sistematis agar setiap item dapat mengukur variabel yang
ditentukan secara akurat dan relevan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman akademik dan kebijakan publik terkait hukuman mati
dalam kasus narkotika.

B. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat Indonesia yang tersebar di 34 provinsi. Sampel
penelitian dipilih menggunakan metode random sampling dengan stratifikasi berdasarkan wilayah
geografis dan demografi, seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, dan lokasi tempat tinggal
(perkotaan/pedesaan), untuk memastikan keanekaragaman data yang representatif. Total sampel yang
berhasil dikumpulkan sebanyak 1.500 responden, dengan distribusi seimbang untuk mencerminkan
proporsi populasi secara nasional. Kriteria inklusi meliputi responden berusia di atas 18 tahun, mampu
embaca, dan bersedia berpartisipasi secara sukarela, sehingga data yang dihasilkan dapat diandalkan.
Proses pengumpulan data dilakukan denga memperhatikan etika penelitian, termasuk mendapatkan
persetujuan tertulis dari setiap responden. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan memberikan

wawasan yang komprehensif tentang persepsi masyarakat Indonesia terkait topik yang diteliti.
C. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui survei daring dan luring, yang dirancang untuk menjangkau
responden dari berbagai latar belakang secara lebih luas. Survei daring memanfaatkan platform survei
digital yang user-friendly, sementara survei luring dilaksanakan di area publik dengan bantuan
enumerator yang telah mendapatkan pelatihan khusus. Kuesioner terdiri dari 20 pertanyaan tertutup dan
5 pertanyaan terbuka yang dirancang untuk mengeksplorasi pandangan responden terhadap kebijakan
hukuman mati secara komprehensif. Tingkat respons survei (response rate) mencapai 85%,
menunjukkan bahwa partisipasi responden cukup tinggi dan data yang terkumpul memiliki tingkat
kepercayaan yang signifikan. Untuk meminimalkan potensi bias, survei daring diawasi dengan
mekanisme validasi [P pengguna, sehingga memastikan setiap responden hanya dapat berpartisipasi satu
kali. Sementara itu, survei luring dilakukan dengan prosedur standarisasi, termasuk panduan wawancara
yang serag:& untuk menjaga konsistensi pengumpulan data di lapangan. Kombinasi metode ini
diharapkan mampu menghasilkan data yang akurat dan dapat diandalkan untuk keperluan analisis
penelitian. Tabel ﬁnenyajikan karakteristik responden yang berpartisipasi dalam survei, yang
mencakup kategori seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, dan tingkat pendapatan bulanan.

Tabel 1. Karakteristik Responden Survei

Karakteristik Responden Kategori Jumlah Responden | Persentase (%)
Jenis Kelamin Laki-laki 750 50
Perempuan 750 50
Usia 18-24 tahun 300 20
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25-34 tahun 450 30
35-44 tahun 400 27
45 tahun ke atas 350 23
Pendidikan SD/SMP 200 13
SMA/SMK 600 40
D3/S1 550 37
52/83 150 10
Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa 300 20
Karyawan Swasta 600 40
Pegawai Negeri Sipil 250 17
Wirausaha 200 13
TBk Bekerja 150 10
Tingkat Pendapatan Bulanan < Rp1.000.000 400 27
Rp1.000.000 - Rp3.000.000 600 40
Rp3.000.000 - Rp5.000.000 300 20
> Rp5.000.000 200 13

D. Instrumen Penelitian

Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner terstruktur, yang dirancang
untuk mengumpulkan data secara sistematis dan terarah. Validitas konten kuesioner telah diverifikasi
oleh panel ahli yang terdiri dari akademisi dan praktisi di bidg hukum dan sosiologi, untuk
memastikan bahwa setiap item relevan dengan tujuan penelitian. Uji reliabilitas menunjukkan nilai
Cronbach’s Alpha sebesar 0,85, yang mengindikasikan tingkat konsistensi internal yang sangat baik,
sehingga hasil pengukuran dapat dipercaya. Instrumen ini mencakup skala Likert 5 poin untuk mengukur
persepsi responden terhadap berbagai aspek hukuman mati, seperti tingkat persetujuan dan
efektivitasnya sebagai pencegah kejahatan. Selain itu, kuesioner juga menyertakan pertanyaan terbuka
yang bertujuan menggali pendapat responden secara mendalam, memberikan ruang bagi ekspresi opini
yang lebih kaya dan beragam. Dengan kombinasi ini, instrumen diharapkan mampu menangkap data

kuantitatif dan kualitatif yang saling melengkapi, sehingga memperkaya analisis yang dilakukan.
E. Prosedur Analisis Data

Data dianalisis menggunakan pendekatan statistik kuantitatif untuk memastikan interpretasi yang
objektif dan akurat. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan distribusi persepsi masyarakat
terhadap hukuman mati, memberikan gambaran umum tentang pola puﬁngan responden. Selain itu,
analisis inferensial mencakup uji chi-square untuk mengidentifikasi hubungan antara karakteristik
demografi, seperti usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan, dengan tingkat dukungan terhadap
hukuman mati. Untuk analisis yang lebih mendalam, regresi logistik diterapkan guna menentukan
faktor—fakt:ﬁignifikan yang memengaruhi persepsi masyarakat, seperti faktor sosial, ekonomi, atau

geografis. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik SPSS versi 26, yang




menawarkan berbagai alat analisis canggih untuk mendukung keakuratan hasil. Proses analisis ini
dirancang secara sistematis untuk memastikan bahwa temuan penelitian dapat memberikan wawasan

yang bermakna dan relevan bagi pengembangan kebijakan terkait.
F. Langkah-Langkah Pelaksanaan

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang dirancang secara sistematis untuk
memastikan prosedur berjalan sesuai standar dan dapat diulang oleh peneliti lain. Tahap pertama adalah
perancangan kuesioner, yang disusun berdasarkan tinjauan literatur serta konsultasi dengan para ahli di
bidang hukum dan sosiologi untuk memastikan relevansi item pertanyaan dengan tujuan penelitian.
Kuesioner ini kemudian diuji coba guna mengevaluasi validitas dan reliabilitasnya, memastikan bahwa
instrumen penelitian dapat mengukur variabel yang ditentukan secara akurat. Selanjutnya, persiapan
enumerator dilakukan dengan memberikan pelatihan terkait tujuan penelitian, teknik wawancara, dan
prosedur standar yang harus diikuti selama pengumpulan data survei luring. Distribusi survei dilakukan
melalui dua metode: daring, menggunakan platform digital yang dilengkapi mekanisme validasi IP
untuk mencegah pengisian ganda, dan luring, yang dilakukan secara langsung di area publik strategis
dengan dukungan enumerator. Data dikumpulkan selama periode tertentu, dengan memastikan bahwa
responden memenuhi kriteria inklusi, seperti usia di atas 18 tahun, kemampuan membaca, dan kesediaan
berpartisipasi secara sukarela. Setelah pengumpulan selesai, data diperiksa untuk memastikan
kelengkapan dan konsistensinya sebelum dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik yang telah
ditentukan. Tahap terakhir melibatkan analisis dan pelaporan, di mana hasil analisis didokumentasikan
secara sistematis untuk mendukung kesimpuﬁn penelitian serta memberikan wawasan yang bermanfaat
bagi pengembangan kebijakan publik. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat
menghasilkan data yang valid, reliabel, dan relevan, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan
terhadap pemahaman akademik dan kebijakan terkait persepsi masyarakat mengenai hukuman mati

dalam kasus narkotika.
G. Pertimbangan Elis

Penelitian ini mendapatkan persetujuan etik dari komite etik institusi terkait, yang memastikan bahwa
seluruh prosedur penelitian telah memenuhi standar etika yang berlaku. Sebelum men%lti survei,
responden diberikan lembar persetujuan informasi (informed consent) yang secara rinci menjelaskan
tujuan penelitian, manfaat potensial, serta hak dan kewajiban responden. Lembar ini juga mencakup
penjelasan mengenai kerahasiaan data dan jaminan bahwa informasi pribadi responden akan dilindungi
sepenuhnya. Selain itu, responden diberi kebebasan untuk menghentikan partisipasi mereka kapan saja
tanpa konsekuensi, sebagai bentuk penghormatan terhadap otomi individu. Data yang dikumpulkan
dikelola secara anonim dan disimpan dalam sistem yang aman untuk mencegah akses oleh pihak yang
tidak berwenang. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, penelitian berupaya memastikan kepatuhan

terhadap prinsip-prinsip etika dan melindungi hak-hak responden sepanjang proses penelitian.
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III. RESULT AND DUSCUSSION

Result
A. Penyajian Data Hasil Penelitian

Penelitian ini mengidentifikasi tingkat dukungan masyarakat terhadap kebijakan hukuman mati untuk
kasus narkotika di Indonesia berdasarkan analisis demografi. Grafik berikut menyajikan data tingkat
dukungan berdasarkan usia, lokasi, dan tingkat pendidikan, sedangkan Tabel 1 menunjukkan hasil uji
statistik hubungan antara karakteristik demografi dan dukungan terhadap kebijakan ini. Hasil analisis
ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif ngenai faktor-faktor yang
memengaruhi pandangan masyarakat terhadap hukuman mati. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi pola-pola tertentu yang dapat membantu memahami perbedaan persepsi berdasarkan
kelompok sosial. Dengan memahami hubungan ini, pembuat kebijakan diharapkan dapat menyusun
strategi komunikasi yang lebih efektif dalam mensosialisasikan kebijakan terkait. Secara keseluruhan,
temuan penelitian ini berkontribusi pada diskusi akademik yang lebih luas mengenai interaksi antara

demografi dan sikap masyarakat terhadap isu-isu kebijakan publik.

Analisis tingkat dukungan masyarakat terhadap hukuman mati dalam kasus narkotika memerlukan
pemahaman mendalam tentang karakteristik demografi, termasuk usia. Gambar | menyajikan data yang
memperlihatkan distribusi dukungan berdasarkan kelompok usia tertentu, yakni di bawah 25 tahun, 25-
40 tahun, dan di atas 40 tahun. Data ini memberikan gambaran awal mengenai bagaimana usia
memengaruhi persepsi terhadap kebijakan ini. Dengan mengidentifikasi pola dukungan di setiap
kelompok, analisis ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai perbedaan sikap antar generasi.
Grafik ini diharapkan menjadi dasar untuk menjelaskan potensi hubungan antara faktor usia dengan
pandangaru’ndividu terhadap hukuman mati. Pemahaman ini penting untuk merancang pendekatan

kebijakan yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lintas usia.
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Gambar 1. Tingkat Dukungan Berdasarkan Usia

Gambar 1 menunjukkan bahwa tingkat dukungan terhadap hukuman mati dalam kasus narkotika
bervariasi di antara kelompok usia. Kelompok usia 25-40 tahun mencatat tingkat dukungan tertinggi,
yaitu sebesar 70%, diikuti oleh kelompok usia di bawah 25 tahun dengan tingkat dukungan 65%.
Kelompok usia di atas 40 tahun memiliki tingkat dukungan terendah, sebesar 60%. Perbedaan ini
mencerminkan kecenderungan kelompok usia produktif untuk lebih mendukung kebijakan yang bersifat
tegas dalam menangani kasus narkotika. Salah satu alasan potensial adalah keterlibatan lebih besar
kelompok usia ini dalam lingkungan kerja dan keluarga yang mungkin lebih terdampak oleh peredaran
narkotika. Grafik ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan faktor usia dalam merancang
kebijakan yang melibatkan persepsi masyarakat. Informasi yang diperoleh juga dapat digunakan untuk
mengembangkan strategi komunikasi kebijakan yang lebih relevan dengan kebutuhan setiap kelompok

usia.

Pemahaman tentang tingkat dukungan masyarakat terhadap hukuman mati dalam kasus narkotika tidak
hanya dipengaruhi oleh faktor usia, tetapiéga oleh lokasi tempat tinggal. Gambar 2 menyajikan data
yang membandingkan tingkat dukungan antara masyarakat yang tinggal di perkotaan dan pedesaan.
Perbedaan tingkat dukungan ini dapat mencerminkan perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan akses
informasi di kedua wilayah. Masyarakat perkotaan, dengan tingkat dukungan 70%, tampak lebih
mendukung hukuman mati dibandingkan masyarakat pedesaan, yang hanya mencapai 55%. Data ini
memberikan wawasan penting tentang bagaimana faktor lingkungan geografis memengaruhi persepsi
terhadap kebijakan. Dengan menganalisis grafik ini, dapat diidentifikasi kebutuhan spesifik setiap

wilayah dalam mendukung kebijakan vang efektif dan responsif.
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Gambar 2. Tingkat Dukungan Berdasarkan Lokasi
Gambar 2 menunjukkan bahwa masyarakat perkotaan memiliki tingkat dukungan yang lebih tinggi
terhadap hukuman mati untuk kasus narkotika dibandingkan masyarakat pedesaan. Tingkat dukungan
sebesar 70% di wilayah perkotaan dapat dikaitkan dengan akses yang lebih luas terhadap informasi dan
paparan terhadap dampak narkotika. Sementara itu, tingkat dukungan di pedesaan yang mencapai 55%
mungkin mencerminkan keterbatasan dalam akses informasi atau perbedaan prioritas sosial. Faktor-
faktor seperti tingkat pendidikan, paparan media, dan dinamika komunitas dapat menjadi alasan utama
di balik perbedaan ini. Grafik ini menggarisbawahi perlunya pendekatan kebijakan yang
mempertimbangkan karakteristik unik masyarakat di masing-masing wilayah. Temuan ini juga dapat
membantu pembuat kebijakan merancang kampanye edukasi yang lebih efektif dan kontekstual untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu narkotika.
Selain usia dan lokasi. tingkat pendidikan juga memainkan peran penting dalam membentuk pandangan

masyarakat terhadap kebijakan hukuman mati untuk kasus narkotika. Gambar 3 menyajikan data yang
menunjukkan hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat dukungan terhadap kebijakan tersebut.
Data ini memperlihatkan bahwa dukungan terhadap hukuman mati cenderung meningkat seiring dengan
tingginya tingkat pendidikan seseorang. Kelompok dengan pendidikan perguruan tinggi mencatat
tingkat dukungan tertinggi, yaitu 75%, diikuti oleh kelompok SMA sebesar 65%, dan kelompok SD-
SMP sebesar 60%. Informasi ini memberikan gambaran bagaimana tingkat pemahaman terhadap isu
kompleks seperti hukuman mati dapat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan. Dengan memahami




tren ini, pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi pendekatan yang lebih sesuai untuk menyampaikan

isu kebijakan kepada kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan yang beragam.
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Gambar 2. Tingkat Dukungan Berdasarkan Pendidikan

Gambar 3 menunjukkan bahwa tingkat dukungan terhadap hukuman mati dalam kasus narkotika
meningkat seiring dengan tingginya tingkat pendidikan. Kelompok dengan pendidikan perguruan tinggi
memiliki tingkat dukungan tertinggi, yaitu 75%, yang mungkin mencerminkan pemahaman yang lebih
dalam terhadap kompleksitas kebijakan dan dampaknya. Kelompok SMA memiliki tingkat dukungan
65%, sedangkan kelompok dengan pendidikan SD-SMP mencatat dukungan sebesar 60%. Perbedaan
ini menunjukkan bahwa pendidikan berperan dalam membentuk persepsi individu terhadap isu sosial
dan hukum. Faktor seperti akses terhadap informasi, kemampuan menganalisis dampak kebijakan, dan
tingkat keterlibatan dalam diskusi sosial dapat memengaruhi sikap terhadap hukuman mati. Grafik ini
menegaskan pentingnya pendidikan sebagai variabel kunci dalam memahami penerimaan masyarakat
terhadap kebijakan yang kontroversial. Temuan ini dapat digunakan untuk mengembangkan program
edukasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran tentang kebijakan narkotika di berbagai tingkat

pendidikan.

Untuk memahami lebih jauh hubungan antara karakteristik demografi dan tingkat dukungan masyarakat
terhadap hukuman mati dalam kasus narkotika, dilakukan analisis statistik yang hasilnya disajikan
dalam Tabel 1. Tabel ini memuat kategori-kategori demograti seperti usia, lokasi, dan tingkat

pendidikan, serta tingkat dukungan yang diamati pada masing-masing kategori. Selain itu, tabel ini
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mencantumkan nilai p untuk setiap karakteristik, yang menentukan apakah hubungan antara
karakteristik demografi dan tingkat dukungan signifikan secara statistik. Hasil analisis ini bertujuan
untuk mengidentifikasi pola yang konsisten di berbagai kelompok masyarakat. Dengan demikian, tabel
ini menjadi alat penting untuk memperkuat interpretasi ha%graﬁk sebelumnya dan memberikan bukti
empiris yang lebih mendalam. Temuan dalam tabel ini dapat digunakan sebagai dasar untuk

pengambilan keputusan kebijakan yang berbasis data.

Tabel 2 . Hasil Uji Statistik: Hubungan Demografi dan Dukungan

Karakteristik Kategori Tingkat Dukungan Nilai Kesimpulan
Demografi (%) p

Usia <25 65 0.03 Signifikan
25-40 70 0.03 Signifikan
>40 60 0.03 Signifikan
Lokasi Perkotaan 70 0.02 Signifikan
Pedesaan 55 0.02 Signifikan
Pendidikan SD-SMP 60 0.04 Signifikan
SMA 65 0.04 Signifikan
PT 75 0.04 Signifikan

Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara karakteristik
demografi dan tingkat dukungan terhadap hukuman mati dalam kasus narkotika. Pada dimensi usia,
tingkat dukungan tertinggi ditemukan pada kelompok usia 25-40 tahun (70%), diikuti oleh kelompok di
bawah 25 tahun (65%) dan di atas 40 tahun (60%), dengan nilai p sebesar 0,03, menunjukkan hubungan
yang signifikan. Untuk lokasi, masyarakat perkotaan menunjukkan tingkat dukungan yang lebih tinggi
(70%) dibandingkan masyarakat pedesaan (55%), dengan nilai p sebesar 0,02. Sementara itu, pada
dimensi pendidikan, kelompok dengan pendidikan perguruan tinggi mencatat tingkat dukungan tertinggi
(75%). diikuti oleh kelompok SMA (65%) dan SD-SMP (60%). dengan nilai p sebesar 0,04. Temuan
ini menegaskan bahwa faktor demografi seperti usia. lokasi, dan pendidikan memiliki pengaruh
signifikan terhadap persepsi masyarakat terhadap kebijakan hukuman mati. Dengan hasil ini, dapat
disimpulkan bahwa pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan karakteristik demografi dalam

menyusun strategi komunikasi dan implementasi kebijakan.

B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi persepsi masyarakat terhadap kebijakan hukuman mati
dalam kasus narkotika dengan mempertimbangkan berﬁlgai faktor demografi. Temuan penelitian
menunjukkan bahwa usia, lokasi, dan tingkat pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk
pandangan masyarakat. Kelompok usia produktif (25-40 tahun) memiliki tingkat dukungan tertinggi,
yang dapat dihubungkan dengan kesadaran mereka terhadap dampak narkotika terhadap produktivitas,
stabilitas keluarga, dan kehidupan sosial. Sebaliknya, dukungan yang lebih rendah di pedesaan mungkin
mencerminkan perbedaan akses informasi, eksposur terhﬁp dampak narkotika, serta persepsi sosial

yang lebih tradisional. Selain itu, analisis menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi




berhubungan dengan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas dan urgensi hukuman mati
dalam pencegahan kejahatan narkotika. Dengan demikian, hasil ini menggarisb;ﬁ.hi pentingnya faktor
demografi dalam membentuk persepsi masyarakat dan memberikan wawasan berharga bagi pembuat
kebijakan dalam merancang strategi yang responsif terhadap kebutuhan kelompok masyarakat yang
berbeda.
C. Hasil Uji Statistik atau Analisis Data

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi persepsi masyarakat terhadap kebijakan hukuman mati
dalam kasus narkotika melalui .ﬁms berbagai karakteristik demografi. Berdasarkan temuan, uji chi-
square mengungkapkan bahwa hubungawtara usia, lokasi, dan tingkat pendidikan dengan tingkat
dukungan terhadap hukuman mati adalah signifikan secara statistik, dengan nilai p < 0,05 untuk semua
kategori. Hasil ini menunjukkan bahwa faktor demografi memiliki pengaruh yang nyata dalam
membentuk persepsi masyarakat terhadap kebijakan ini. Misalnya, kelompok usia tertentu mungkin
lebih mendukung hukuman mati karena tingkat kesadaran yang berbeda terhadap dampak sosial dari
narkotika, sementara perbedaan lokasi dapat mencerminkan akses informasi dan pengalaman langsung
terhadap masalah ini. Tingkat pendidikan juga berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat
tentang kompleksitas kebijakan hukuman mati sebagai alat pencegahan kejahatan narkotika. Dengan
demikian, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan karakteristik demografi

dalam memahami persepsi masyarakat dan merancang kebijakan yang lebih efektif dan inklusif.
D. Hasil Utama vang Signifikan

Mayoritas responden dalam penelitian ini (65%) menunjukkan dukungan terhadap kebijakan hukuman
mati untuk kasus narkotika, dengan tingkat dukungan tertinggi tercatat pada kelompok usia 25-40 tahun,
masyarakat perkotaan, dan individu dengan tingkat pendidikan tinggi. Temuan ini mengindikasikan
bahwa faktor demografi, seperti usia, lokasi, dan pendidikan, memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap persepsi masyarakat. Perbedaan tingkat dukungan antara wilayah perkotaan dan pedesaan
menyoroti perlunya strategi komunikasi yang lebih inklusif, terutama untuk meningkatkan edukasi dan
kesadaran di wilayah pedesaan. Dukungan yang lebih rendah di pedesaan mungkin mencerminkan
keterhatasan akses informasi atau prioritas sosial yang berbeda dibandingkan wilayah perkotaan. Selain
itu, adanya korelasi positif antara tingkat pendidikan dan tingkat dukungan menegaskan pentingnya
pendekatan berbasis informasi dalam kampanye kebijakan publik, yang dapat membantu masyarakat
memahami urgensi kebijakan ini. Dengan memahami dinamika tersebut, pembuat kebijakan dapat

merancang intervensi yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.
E. Penjelasan dan Implikasi

Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap hukuman mati dipengaruhi secara
signifikan oleh faktor demograti, dengan dukungan yang lebih besar pada kelompok yang lebih terpapar

dampak narkotika atau memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan tersebut. Kelompok
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usia produktif, masyarakat perkotaan, dan individu berpendidikan tinggi cenderung lebih mendukung
kebijakan ini, yang mungkin disebabkan oleh tingginya kesadaran mereka terhadap dampak sosial dan
ekonomi dari penyalahgunaan narkotika. Sebaliknya, dukungan yang lebih rendah di pedesaan
mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan akses informasi dan edukasi yang
relevan di wilayah tersebut. Pemerintah dapat mempertimbangkan pelaksanaan kampanye edukasi yang
lebih komprehensif dan terfokus untuk meningkatkan pemahaman masyarakat pedesaan tentang urgensi
kebijakan ini. Kampanye semacam itu juga harus dirancang dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal
dan tingkat literasi masyarakat, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima secara efektif. Dengan
langkah-langkah tersebut, kebijakan ini dapat memperoleh dukungan yang lebih luas dan berdampak

lebih signifikan dalam upaya pemberantasan narkotika.
Discussion

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap hukuman mati untuk kasus
narkotika sangat dipengaruhi oleh faktor demografi, seperti usia, lokasi tempat tinggal, dan tingkat
pendidikan. Tingkat dukungan tertinggi ditemukan pada kelompok usia produktif (25-40 tahun),
masyarakat perkotaan, dan individu berpendidikan tinggi. Hal ini mencerminkan bagaimana
pengalaman langsung terhadap dampak narkotika serta akses informasi dapat memengaruhi persepsi
masyarakat. Sebagai contoh, individu di wilayah perkotaan cenderung memiliki eksposur yang lebih
tinggi terhadap kampanye anti-narkotika serta kasus-kasus kriminal yang melibatkan narkotika,
sehingga membentuk pandangan yang lebih tegas terhadap kebijakan hukuman mati. Selain itu,
pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan masyarakat untuk memahami secara lebih mendalam
urgensi pemberantasan narkotika, yang kemudian memperkuat pandangan mereka terhadap efektivitas
hukuman mati sebagai langkah preventif. Temuan ini menjawab pertanyaan penelitian utama dengan
menegaskan adanya hubungan yang signifikan antara persepsi masyarakat dan penerapan kebijakan
hukuman mati, sekaligus menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki legitimasi yang tinggi di mata
publik tertentu. Di sisi lain, hasil ini juga membuka ruang untuk mengeksplorasi bagaimana faktor-
faktor lain, seperti nilai budaya atau agama, turut memengaruhi pandangan masyarakat terkait hukuman

mati.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Seto & Said, 2022) yang menunjukkan bahwa persepsi
masyarakat terhadap kebijakan hukuman mati sering kali dipengaruhi oleh pengalaman langsung dengan
kejahatan narkotika dan paparan terhadap narasi media. Dukungan masyarakat perkotaan terhadap
hukuman mati mencerminkan pengaruh media dan akses informasi yang lebih besar, sebagaimana
ditemukan dalam penelitian (Zatkin et al., 2021). Namun, penelitian ini memberikan tambahan wawasan
dengan menyertakan data kuantitatif yang lebih terukur, yang sebelumnya kurang ditonjolkan dalam
studi seperti (Dill et al., 2022). Selain itu, penggunaan data kuantitatif memungkinkan identifikasi pola
dukungan yang lebih spesifik berdasarkan faktor demografi dan geografis. Perbedaan dukungan di

wilayah pedesaan dan perkotaan juga menguatkan temuan (Gunawan & Bagiastra, 2023) bahwa konteks




sosial dan akses informasi memainkan peran penting dalam membentuk opini publik. Di sisi lain,
dukungan yang lebih tinggi dari individu berpendidikan tinggi menantang temuan (Liu, 2022), yang
menyebutkan bahwa individu dengan pendidikan tinggi lebih cenderung menolak hukuman mati.
Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh konteks budaya dan dinamika sosial di Indonesia, termasuk
persepsi tentang efektivitas hukuman mati dalam mengatasi masalah narkotika yang kian meningkat.
Temuan ini memberikan perspektif baru yang relevan bagi pembuat kebijakan untuk memahami

kompleksitas dukungan publik terhadap hukuman mati di berbagai kelompok masyarakat.

Dukungan signifikan dari kelompok berpendidikan tinggi menjadi salah satu hasil yang menarik,
mengingat literatur sebelumnya sering menunjukkan kecenderungan sebaliknya (Scott, 2022). Hal ini
dapat dijelaskan oleh pemahaman yang lebih mendalam dari individu berpendidikan tinggi mengenai
urgensi kebijakan dalam konteks krisis narkotika di Indonesia. Pemahaman ini sering kali didasarkan
pada akses yang lebih luas terhadap data dan analisis tentang dampak sosial dan ekonomi dari peredaran
narkotika, yang memperkuat pandangan bahwa tindakan tegas seperti hukuman mati mungkin
diperlukan. Selain itu, nilai-nilai moral dan sosial di Indonesia, yang sering kali terhubung dengan norma
agama, mungkin menjadi faktor pendorong yang unik dibandingkan negara lain dengan dimﬂ(a
serupa. Konteks budaya yang kuat di Indonesia dapat menciptakan persepsi bahwa hukuman mati tidak
hanya berfungsi sebagai bentuk keadilan, tetapi juga sebagai langkah pencegahan yang bermoral.
Dukungan dari kelompok ini juga dapat merefleksikan kepercayaan mereka terhadap kemampuan
pemerintah untuk menerapkan kebijakan secara adil, meskipun kebijakan ini sering kali diperdebatkan
di tingkat internasional. Temuan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih kontekstual dalam
memahami hubungan antara pendidikan, norma budaya, dan dukungan terhadap kebijakan hukuman

mati.

Secara teoritis, penelitian ini memperluas pemahaman tentang bagaimana faktor demografi
memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan publik yang kontroversial. Temuan ini
menegaskan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial-budaya dalam analisis kebijakan hukuman
mati, khususnya di negara-negara berkembang. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi
signifikan terhadap literatur yang mengkaji hubungan antara karakteristik demografis dan dinamika
kebijakan publik dalam konteks yang kompleks. Dari perspektif praktis, hasil ini memberikan landasan
bagi pemerintah untuk merancang kampanye edukasi yang lebih kontekstual dan berbasis data.
Misalnya, program peningkatan kesadaran di pedesaan dapat dirancang untuk menjelaskan dampak
narkotika secara lebih mendalam, sementara kampanye di perkotaan dapat difokuskan pada penguatan
dukungan melalui strategi berbasis media. Selain itu, pendekatan ini dapat disesuaikan dengan
kebutuhan kelompok usia tertentu untuk memastikan pesan yang disampaikan relevan dan efektif.
Dengan strategi vang terarah, pemerintah tidak hanya dapat meningkatkan pemahaman masyarakat,
tetapi juga memperkuat legitimasi kebijakan dalam mengatasi permasalahan narkotika secara lebih

holistik.
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Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, termasuk kemungkinan adanya bias responden yang
dihasilkan dari metode survei daring dan luring. Responden yang lebih terpapar media digital, misalnya,
mungkin memiliki pandangan yang berbeda dibandingkan mereka yang hanya memiliki akses terbatas.
Perbedaan ini dapat menciptakan ketimpangan data yang memengamhiﬁnera]isasi temuan, terutama
dalam konteks masyarakat dengan akses teknologi yang tidak merata. Selain itu, penelitian ini tidak
memasukkan faktor-faktor psikologis yang mungkin memengaruhi persepsi, seperti rasa takut terhadap
kejahatan atau kepercayaan terhadap sistem peradilan. Faktor-faktor tersebut berpotensi memberikan
pemahaman yang lebih holistik tentang motivasi di balik dukungan atau penolakan terhadap kebijakan
hukuman mati. Keterbatasan lain adalah kurangnya eksplorasi terhadap dinamika antarwilayah, yang
mungkin memengaruhi hasil mengingat Indonesia memiliki keragaman sosial dan budaya yang sangat
tinggi. Dengan demikian, penelitian lanjutan yang lebih komprehensif diperlukan untuk mengatasi

keterbatasan ini dan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai persepsi masyarakat.

Penelitian lanjutan disarankan untuk mengadopsi pendekatan longitudinal guna memantau perubahan
persepsi masyarakat terhadap kebijakan ini dari waktu ke waktu. Pendekatan ini memungkinkan analisis
yang lebih rinci terhadap faktor-faktor yang memengaruhi fluktuasi pandmganﬁlsyarakat, termasuk
dampak perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu, studi komparatif dengan negara-negara
tetangga seperti Singapura atau Malaysia dapat memberikan wawasan tambahan mengenai keefektifan
dan dampak sosial kebijakan hukuman mati, mengingat kedua negara tersebut memiliki pendekatan
yang berbeda namun menghadapi tantangan serupa dalam penanganan kejahatan narkotika. Studi
semacam itu juga dapat mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang relevan untuk diterapkan di
Indonesia. Pendekatan kualitatif, seperti wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat atau penyintas
dampak narkotika, juga dapat memperkaya pemahaman tentang dinamika persepsi yang mendalam dan
kontekstual. Data kualitatif ini dapat membantu mengungkap dimensi emosional dan nilai-nilai budaya
yang sering kali tidak terjangkau oleh survei kuantitatif. Dengan menggabungkan berbagai metode
penelitian, temuan yang dihasilkan akan lebih komprehensif dan bermanfaat bagi pengambilan

keputusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

IV. CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia mendukung hukuman mati untuk
kasus narkotika, dengan tingkat dukungan tertinggi pada kelompok usia produktif (25-40 tahun),
masyarakat perkotaan, dan individu berpendidikan tinggi. Faktor demografi terbukti berperan penting
dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kebijakan ini. Dukungan yang tinggi di perkotaan
kemungkinan dipengaruhi oleh akses informasi yang lebih baik serta paparan terhadap dampak
narkotika yang lebih signifikan, sementara tingkat dukungan yang lebih rendah di pedesaan
menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih adaptif dalam kampanye kebijakan publik. Hubungan
positif antara pendidikan tinggi dan dukungan terhadap hukuman mati juga menggarisbawahi

pentingnya peran pendidikan dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap kebijakan penegakan




hukum. Temuan ini memberikan landasan bagi pembuat kebijakan untuk mengevaluasi efektivitas
hukuman mati dalam menangani kasus narkotika. Meskipun tingkat dukungan yang tinggi
mencerminkan legitimasi publik, perbedaan persepsi antarwilayah dan kelompok demografi

menekankan perlunya strategi komunikasi dan implementasi kebijakan yang berbasis data.

Saran-saran yang diajukan bertujuan untuk memperkaya kajian terkait efektivitas dan legitimasi
kebijakan hukuman mati melalui pendekatan yang lebih dinamis dan multidimensional. Penelitian
longitudinal disarankan untuk mzmtau perubahan persepsi masyarakat terhadap kebijakan ini dari
waktu ke waktu, khususnya dalam konteks pewahan sosial, politik, dan ekonomi yang dapat
memengaruhi sikap publik. Selain itu, pendekatan kualitatif, seperti wawancara mendalam atau diskusi
kelompok terarah, dapat digunakan untuk menggali alasan mendalam di balik dukungan atau penolakan
terhadap hukuman mati, sehingga memberikan pemahaman yang lebih personal dan holistik.
Perbandingan internasional juga dianggap penting untuk mengidentifikasi pola persepsi di negara lain,
seperti Singapura atau Malaysia, yang menerapkan kebijakan serupa, guna memperoleh wawasan
tambahan terkait praktik terbaik atau tantangan yang dihadapi. Penelitian lebih lanjut juga perlu
mengeksplorasi bagaimana persepsi masyarakat terhadap hukuman mati memengaruhi legitimasi
kebijakan secara sosial dan politik, termasuk dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap
pemerintah. Terakhir, pengembangan alternatif kebijakan, seperti rehabilitasi atau pencegahan, dapat
dievaluasi sebagai pendekatan yang lebih manusiawi dan efektif dalam menanggulangi kasus narkotika,

sehingga memberikan pandangan yang lebih komprehensif untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti.
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